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KEMENHUB. Peta Jabatan dan Uraian Jenis
Kegiatan Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 19 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PM 147 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN
URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 147 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian
Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan;

bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa serta
optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara yang

terpusat, akuntabel dan berdaya saing, telah dilakukan
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Mengingat

[

penataan organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 147 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan
Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun
2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun
2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas
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Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1406);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 147 TAHUN 2016
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 147 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian
Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1871), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
(1) Unit organisasi di llingkugan Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan berjumlah 12 (dua belas)
unit kerja, sebagai berikut :
a. Biro Perencanaan;

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
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(2)

Biro Keuangan;

o o

. Biro Hukum;
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
Biro Umum;

Biro Komunikasi dan Informasi Publik;

5o oo

.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perhubungan

i. Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan;

j- Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional;

k. Mahkamah Pelayaran; dan

l. Sekretariat Komite Nasional Keselamatan
Transportasi.

Peta jabatan dan wuraian jenis kegiatan jabatan

sebagaimana dimaksud Pasal 1, di lingkungan

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

mengubah peta jabatan dan uraian jenis kegiatan di
Lingkungan Biro Keuangan pada Lampiran III dan
Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada
Lampiran IX;

mengubah peta jabatan dan uraian jenis kegiatan di
Lingkungan Biro Kerjasama menjadi peta jabatan
dan wuraian jenis kegiatan di Lingkungan Biro
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN pada
Lampiran V;

menambahkan 1 (satu) Lampiran peta jabatan dan
uraian jenis kegiatan pada Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional diantara

Lampiran IX dan Lampiran X yakni Lampiran IXA;
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sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
Lampiran V, Lampiran IX, dan Lampiran IXA yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



